
 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL 

BELI LEWAT FITUR GRABKIOS DENGAN SISTEM 

 TUNAI DAN NON TUNAI 

(Studi Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 

Jl Sultan Agung Kecamatan Kedaton 

Kota Bandar Lampung) 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

 

MUHAMMAD BAGUS GUNAWAN 

NPM. 1821030254 

 

 

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS  SYARI’AH 

UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI RADEN  INTAN 

LAMPUNG 

1444H /2023M 

 



 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL 

BELI LEWAT FITUR GRABKIOS DENGAN SISTEM 

 TUNAI DAN NON TUNAI 

(Studi Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 

Jl Sultan Agung Kecamatan Kedaton 

Kota Bandar Lampung) 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan  untuk  Melengkapi  Tugas – tugas  dan  Memenuhi  Syarat 

– Syarat  Guna  Mendapatkan  Gelar  Sarjana  (S.H) 

 

 

Oleh: 

 

MUHAMMAD BAGUS GUNAWAN 

NPM. 1821030254 

 

 

 

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

 

 

 

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si 

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S. H. I., M. E. I 

 

 

 

 

FAKULTAS  SYARI’AH 

UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI RADEN  INTAN  

LAMPUNG 

1444H /2023M



ii 

 

ABSTRAK 

 

Jual beli merupakan bentuk dari muamalah yang sangat 

berkembang di masyarakat. Praktik Jual Beli Pada Rumah Makan 

Pecel Lele Mba Mar 1 yang bermitra dengan perusahaan PT Grab 

Teknologi Indonesia. Dengan membuat kontrak elektonik yang 

berbentuk ketentuan layanan GrabKios. Praktik jual beli lewat fitur 

grabkios pada Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 yaitu dengan cara 

pertama bagi pemitra dikhususkan untuk mendownload aplikasi 

grabkios, kemudian masukkan nomor Hp atau email lalu klik mulai 

berjualan,  masukan kode OTP lalu tekan verifikasi, Isi data diri, Buat 

pasword akun dan akun mitra grabkios kamu berhasil dibuat. 

GrabKios menyediakan platform bagi para pihak atau mitra untuk 

mendapatkan pelayanan yang diberikan penjual atau pihak Rumah 

Makan Pecel Lele Mba Mar 1 dengan pihak-pihak yang bekerjasama 

dengan perushaan GrabKios. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek jual 

beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non 

tunai melalui aplikasi GrabKios di Rumah Makan Pecel Lele Mba 

Mar 1 dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual 

beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non 

tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar1. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli makanan 

dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui 

aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1 dan untuk 

mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli 

makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non 

tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 

1.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif ialah penelitian ini bersifat deskriptif 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik Jual Beli Pada Rumah 

Makan Pecel Lele Mba Mar 1 dalam pembagian hasil tidak seperti 

praktik yang terjadi di awal, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah 

pihak pertama sebagai pihak layanan GrabKios menyalahi perjanjian 

di awal. 5 tahun bekerjasama dengan layanan GrabKios terjadi 

ketidaksesuaian, karena dalam perjanjian pembagian hasil pihak 

pertama sebagai layanan fitur GrabKios akan memberikan hasil atau 

keuntungan kepada pihak pemitra atau Rumah Makan Pecel Lele Mba 

Mar 1 dalam waktu 1 x 24 jam, tetapi pembagian hasil yang diberikan 
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oleh pihak GrabKios melebihi waktu yang telah disepakati dalam 

perjanjian di awal. Dikarenakan pihak GrabKios mendapatkan hasil 

dalam sistem pembayaran pada aplikasi OVO  tidak tepat waktu. 

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama antara pihak 

pertama sebagai pihak layanan GrabKios dengan pihak kedua sebagai 

pihak Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 belum sesuai syarat dan 

rukun jual beli atau tidak  sesuai menurut syara. 
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MOTTO 

 

يۡ  تِكُُۡ لََ تعَۡلمَُونَ ش َ هَ َٰ نۢ بطُُونِ ٱُمه ُ ٱَخۡرَجَكُُ مِّ للَّه
 
رَ     وَٱ َٰ َٰ أََۡبۡ

 
مَۡ  وَٱ هَ ك

 
ا و وَجَعََ  ككَُُُ ٱ

أََۡفۡ 
 
 ٨٧دََةَ  كعََلهكُُۡ شكَۡرُرُونَ    ِوَٱ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. 

 (QS. An-Nahl : 78) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis 

menjelaskan beberapa pengertian dan makna dari beberapa istilah 

yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, dengan 

judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK 

JUAL BELI LEWAT FITUR GRAB KIOS DENGAN SISTEM 

TUNAI DAN NON TUNAI (Studi Rumah Makan Pecel Lele Mba 

Mar 1, Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar 

Lampung” Adapun istilah-istilah penting berkenaan dengan judul 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam 

 Tindakan meninjau adalah hasil dari memeriksa, 

melihat, pendapat (setelah menyelidiki atau mempelajari), dan 

hasil review adalah hasil evaluasi.
1
 Hukum Islam sering dikenal 

sebagai syariah, yaitu sistem aturan yang ditetapkan oleh Allah 

SWT yang mengatur semua perilaku manusia. Istilah syari'at 

mengacu pada peraturan atau hukum Allah SWT yang di 

komunikasikan kepada seluruh umat-Nya melalui seorang Nabi 

dan terkait dengan aqidah (keyakinan) atau amaliyah.
2
 

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

tinjauan hukum Islam adalah pandangan yang didasarkan pada 

hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya 

melalui Nabi, baik yang mengenai keyakinan (aqidah) maupun 

yang menyangkut amaliyah. 

2. Jual Beli 

 Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda 

atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara 

                                                     
1 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke 

Empa , (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), 1098.  
2 Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017): 24–31. 
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kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak 

lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang 

telah di benarkan syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan 

hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, 

rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual 

beli.
3
 

3. Grab Kios 

GrabKios adalah aplikasi digital dari Grab untuk 

semua yang ingin memaksimalkan penghasilan, baik individu, 

warung maupun pengusaha kecil. Saat ini aplikasi GrabKios 

hanya bisa di unduh lewat Google Play Store (Android).
4
 

4. Tunai dan Non Tunai 

a. Tunai adalah sistem yang digunakan untuk melakukan 

pembayaran dalam bentuk cash.
5
 

b. Non tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang 

tidak lagi memerlukan uang fisik. 

Berdasarkan penegasan judul dengan beberapa istilah diatas, 

dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini bertujuan untuk 

meninjau suatu hukum Islam tentang jual beli makanan dan 

minuman dengan sistem pembayaran aplikasi Grab Kios. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Salah satu praktek muamalah yang mengalami kemajuan 

yang disebabkan karena adanya perkembangan zaman adalah 

transaksi jual beli dengan sistem pembayaran aplikasi GrabKios. 

Pada era global saat ini, kemajuan teknologi memberikan 

kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satu nya 

                                                     
3 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) 

(RajaGrafindo Persada, 2003), 133. 
4 Ade Budi Santoso, Agung Putra Mulyana, and Muhammad Irfan, “E-

Commerce Content Creative Dalam Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Untuk 

Meningkatkan Brand Awareness (Studi Kasus Content Instagram Payfazz),” Akrab 

Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 5, no. 4 (2020): 1–13. 
5 Waluyo Sudarmaji, “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Perbedaan  

Pembayaran  Upah  Jasa Grab bike  Secara Tunai  Dan  Non  Tunai,” HAKAM: Jurnal 

Kajian Hukum Islam Dan Hukum  

Ekonomi Islam 4, no. 1 (2020). 
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dalam melakukan transaksi jual beli. Sebelum nya praktek jual beli 

adalah praktek transaksi secara tatap muka (face to face) antara 

kedua belah pihak, begitupun dengan cara pembayaran nya dengan 

sistem tunai. Sesuai dengan perkembangan zaman, transaksi dan 

pembayaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa Grab 

melalui  aplikasi GrabKios dalam pemesanan kuliner seperti pecel 

lele dan lain-lain. 

Aplikasi Grab merupakan salah satu aplikasi yang sering 

digunakan masyarakat saat ini. Sesuai dengan slogan-nya yaitu 

aplikasi untuk semua. Aplikasi tersebut menyediakan beberapa 

kebutuhan hidup dan menyediakan beberapa pelayanan yang 

memudahkan konsumen. Tidak hanya mempermudah para 

konsumen, Grab pula memberikan kemudahan untuk bertransaksi 

bagi seluruh mitranya, salah satu nya ialah aplikasi GrabKios. 

GrabKios merupakan pembayaran tunai dan non tunai yang 

disediakan untuk merchant nya yaitu rumah makan. Dengan 

ketentuan non tunai sejumlah biaya yang digunakan untuk 

menalangi konsumen akan dikembalikan via transfer dengan 

ketentuan 1x24 jam setelah transaksi terjadi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis sangat tertarik dan 

layak untuk diteliti serta di kaji lebih dalam dengan mengangkat 

judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK 

JUAL BELI LEWAT FITUR GRAB KIOS DENGAN SISTEM 

TUNAI DAN NON TUNAI” 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai dimensi-

dimensi yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. 

Fungsi fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan dan 

cakupan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman atau 

kekeliruan akibat perbedaan pemahaman antara pembaca dan 

penulis, dan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami 

maksud dari penelitian ini. Menurut Spradley bahwa fokus 

penelitian adalah A focused refer to a singel cultural domain or few 

domains maksud nya adalah fokus itu merupakan domain tunggal 
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atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. 

Dalam penelitian kualitatif lebih diarahkan pada tingkatan 

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk 

mempertajam penelitian, maka fokus penelitian ini di batasi pada 

bagaimana praktek transaksi jual beli makanan dan minuman pada 

rumah makan pecel lele Mba Mar 1 dengan aplikasi GrabKios  dan 

bagaimana status hukumnya menurut Islam. Hal ini bertujuan agar 

permasalahan yang diteliti dan di kaji lebih fokus dan terarah, 

maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam 

penelitian ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi yang dipaparkan pada latar belakang 

masalah di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam proposal 

skripsi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman dengan 

sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi 

GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar  1? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli 

makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan 

non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel 

lele Mba Mar 1? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli makanan dan 

minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai 

melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mbak 

Mar 1. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek 

jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran 

tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah 

makan tersebut 
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F.  Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis untuk mendapatkan jawaban hukum 

Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman 

dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui 

aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1 

Jl. Sultan Agung Kedaton Bandar Lampung. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan 

khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi 

Syariah (Muamalah) serta sebagai bacaan dan telaah yang 

berguna bagi masyarakat umumnya. 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Pada penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang 

dijadikan acuan dasar, antara lain: 

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi Grab-Food Di 

Tulungagung” yang ditulis oleh Fadil Abdilah, Penelitian ini di 

latar belakangi oleh kemajuan teknologi membuat para pelaku 

dunia usaha mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan 

teknologi dengan membuat aplikasi khusus,para pelaku usaha 

memanfaatkannya dengan mengoneksikan bidang usaha melalui 

jaringan internet dari sebuah aplikasi khusus yang bisa digunakan 

oleh semua pengguna smartphone yang dinamakan Grab-Food. 

dari hal tersebut peneliti ingin membedah proses jual beli melalui 

layanan aplikasi Grab-Food tersebud dari segi hukum islam 

terkait muamalah, Dalam penelitian ini menciba menjawab dari 

tiga pertanyaan mendasar yaitu: 1. Bagaimana prosedur transaksi 

jual beli makanan online melalui Grab-Food di Tulungagung? 2. 

Bagaimana syarat transaksi jual beli makanan online melalui 

Grab-Food di Tulungagung? 3. Bagaimana tinjuan hukum Islam 

terhadap makanan online melalui Grab-Food di Tulungagung?. 

Tujuan penelitian ini ialah 1. Mengetahui, memahami, serta 

menganalisis prosedur terhadap transaksi jual beli makanan 

online melalui Grab-Food di Tulungagung. 2. Mengetahui, 
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memahami, serta menganalisis syarat terhadap transaksi jual beli 

makanan online melalui Grab-Food di Tulungagung. 3. 

Mengetahui, memahami, serta menganalisis tinjauan hukum 

Islam transaksi jual beli makanan online melalui Grab-Food di 

Tulungagung.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

memahami fenomena-fenomena yangterjadi secara ilmiah. 

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan data-data yang 

telah diperoleh secara langsung dari pihak lembaga yang 

bersangkutan yaitu driver Grab-Food dan penjual makanan yang 

menjadi mitra Grab-Food yang ada di Kabupaten Tulungagung. 

Hasil dari peneltian ini yaitu 1. Dalam prosedur pemesanan via 

Grab-Food pembeli memesan makanan di dalam aplikasi Grab-

Food, driver terdekat penjual memesankan dan membayar dahulu 

pesanan dari pembeli, driver mengantar pesanan dari pembeli 

kemudian pembeli membayar ongkos kirim dan biaya makanan 

kepada driver. 2. Dalam syarat transaksi jual beli makanan online 

melalui aplikasi grab food, warung/ resto harus mendaftarkan 

produk makanan yang dia sediakan pada perusahaan grab, driver 

diwajibkan mendaftar kepada perusahaan grab, pembeli di 

wajibkan memiliki aplikasi grab untuk memilih warung dan 

makanan yang dia inginkan. pembeli harus memasang aplikasi 

grab di smartphonenya, memesan makanan yang dikehendaki dan 

membayar sesuai harga yang tertera di aplikasi, meliputi harga 

makanan, harga pesan dan ongkos kirim. Penjual harus 

memasang foto makanan dan menyedikan menu yang sama 

dengan yang ditayangkan fotonya, harus menyerahkan barang 

yang dibeli melalui driver. Driver harus menyampaikan makanan 

yang dipesan pembeli secepatnya kepada penjual, mengmabilkan, 

membayarkan harganya terlebih dahulu, dan mengantarkan 

kepada pembeli sesuai alamat yang tertera dalam aplikasi.
6
 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa 

GrabFood (Studi Kasus di Grab Madiun)”. Penelitian ini 

                                                     
6 Fadil Abdilah, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan 

Pada Aplikasi Grab), (Food Di Tulungagung, 2020), 45. 
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dilakukan oleh Fanora Qumala. Didalam penelitian ini Fanora 

Qumala menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang di 

terbitkan pada tahun 2019. peneliti memfokuskan penelitian 

dengan rumusan masalah: Pertama, bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna jasa 

GrabFood (studi kasus di Grab Madiun). Kedua, bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap bentuk penyelesaian sengketa 

pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna layanan jasa 

GrabFood (studi kasus di Grab Madiun). Jenis penelitian yang 

digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif (dari 

umum-khusus). 

Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama. Pembatalan 

sepihak darikonsumen pengguna GrabFood itu ada dua yaitu 

berasal dari orderan asli danorderan fiktif. Dimana didalam Islam 

termasuk kedalam akad ijarah, akad ijarah ini masing-masing 

pihak tidak memiliki hak fasakh, kecuali dengan iqalah 

yaituberdasarkan kesepakatan para pihak. Para Fukaha 

menegaskan bahwa semuaperbuatan yang mengandung tujuan 

tidak masyru‟ (bertentangan dengan hukumsyara‟) sehingga 

menimbulkan kemudharatan itu hukumnya tidak sah, 

dikatakanmenimbulkan kemudharatan karena ada salah satu 

pihak yang dirugikan yaitudriver.  

Kedua, Cara penyelesaian sengketa akibat pembatalan 

sepihak olehkonsumen dan dari orderan fiktif pada jasa 

GrabFood itu sesuai dengan hukumIslam, jika di amati metode 

yang digunakan melalui metode Perdamaian (asshulh),yaitu 

dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi titik 

teranghingga saling ridha dan ikhlas antara kedua belah pihak. 

Dalam menyelesaikanmasalah orderan fiktif atau orderan palsu 

perusahaan Grab memberikan opsipilihan penyelesaian sehingga 

saling rela antara keduanya. Namun untuk pembatalan yang 

berasal dari orderan asli ini pihak kantor Grab tidak memberikan 

penggantian uang driver dan itu sudah ketentuan dari kantor dan 



 

 

 

8 

disepakti juga oleh driver.
7
 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food Studi 

Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung”. Penelitian 

ini dilakukan oleh Anggun Dianitami. Didalam penelitian ini 

Anggun Dianitami. menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang 

di terbitkan pada tahun 2015. dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan transaksi go-food pada restoran, driver 

dan konsumen di Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi go-food 

pada restoran, driver dan konsumen go-food Sukarame Bandar 

Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan transaksi go-food pada restoran, driver 

dan konsumen go-food Sukarame Bandar Lampung serta 

meninjau dari hukum Islam tentang pelaksanaan transaksi go-

food pada restoran, driver dan konsumen Bandar Lampung.  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reserch) 

yang dilakukan pada restoran, driver dan konsumen go-food di 

Sukarame Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data yang valid 

digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data 

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data 

terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif 

dengan metode berfikir menggunakan induktif.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelanggan melakukan 

order makanan menggunakan aplikasi go-food lalu akan muncul 

total harga, harga yang tertera lebih mahal dibandingkan 

pelanggan membeli sendiri tanpa menggunakan aplikasi go-food, 

dikarenakan harga yang didaftarkan restoran pada go-food telah 

dikenakan biaya pajak 20% dari harga asli, dan selanjutnya pihak 

go-food akan mencarikan driver terdekat, setelah itu driver akan 

mengkonfirmasikan pesanan kepada pelanggan, kemudian driver 

menuju restoran yang dipilih pelanggan dan membelikan 

makanan pesanan pelanggan, setelah makanan selesai driver 

membayar makanan itu kepada restoran lalu mengantarkan 

                                                     
7 Fanora Qumala, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa 

Grabfood (Studi Kasus Di Grab Madiun)” (IAIN PONNOROGO, 2019). 
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makanan tersebut ke lokasi pelanggan, dan pelanggan membayar 

pesanan tersebut beserta biaya upah driver yang sudah ditentukan 

sesuai jarak tempuh oleh pihak go-food.  

Pelaksanaan transaksi go-food ini dapat disimpulkan bahwa 

akad ijarah terjadi antara pihak driver dan pelanggan, sedangkan 

akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual 

makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan 

pula menjadi akad wakalah bil ujrah, sebagaimana tindakan yang 

dilakukan oleh driver adalah mewakili pihak pelanggan untuk 

membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas 

perwakilannya tersebut. Mengenai pajak yang dikenakan untuk 

harga makanan dalam aplikasi go-food adalah bukti sewa jasa 

promosi yang harus diberikan restoran kepada pihak go-food. Hal 

ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang terhindar dari 

gharar serta unsur riba dan juga sangat sesuai dengan aturan 

syara‟ yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga 

cukup dengan pesanan, maka hal ini diperbolehkan secara syariat 

Islam.
8
 

 

H.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 

pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya 

diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topi, atau gejala.
9
 

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan 

langsung tentang pandangan hukum Islam tentang praktek jual 

beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan 

non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele 

Mba Mar 1. 

 

                                                     
8 Anggun Dianitami “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food 

Studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung (Skripsi, Mahasiswa FS 

UIN Raden Intan Lampung 2019). TRANSAKSI GO-FOOD (Studi Pada Restoran 

Go-Food Sukarame Bandar Lampung) SKRIPSI Dianitami, Anggun” (UIN Raden 
Intan Lampung, 2019). 

9 Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 

2010), 5. 
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1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian    

 a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah 

penelitian lapangan atau field research. Field Research 

adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi. 

Penulis mencari data secara langsung dengan  melihat dari 

dekat objek yang telah di teliti.
10

  

 b. Sifat Penelitian  

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah merupakan prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses suatu tindakan secara 

menyeluruh. Di mana suatu proses keadaan dan waktu 

yang berkaitan dengan memakai motode survei serta hasil 

wawancara dari narasumber. 

2. Data dan Sumber Data 

 Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang 

dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data 

terkait dengan siapa, apa, dan, bagaimana informasi mengenai 

fokus penelitian yang diperoleh. Data dapat juga dihasilkan 

karena menggunakan metode penyediaan data, seperti 

wawancara, pengamatan, dan dokumen. Oleh karena itu 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai beikut : 

a. Data Primer 

  Sumber data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari responden atau objek yang diteliti.
11

 Sumber 

data, yaitu bapak Edi sebagai penanggung jawab rumah 

makan mba mar 1,  bapak Rudiansyah dan bapak Diaz 

Zamri sebagai karyawan rumah makan mba mar 1, bapak 

Mahidin dan bapak Herman sebagai driver grab.  

 

                                                     
10 Ibid, 33. 
11 Mohpabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-

Ke-1, 2006), 57. 
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b. Data Sekunder 

  Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, 

menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian 

disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran 

teoritis. 

3. Populasi dan Sampel 

  a.  Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
12

 

Populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan 

media sebagainya. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalahpengguna aplikasi GrabKios yang 

berbelanja di Rumah Makan Mba Mar 1, dalam waktu satu 

minggu diketemukan rata-rata 105 pengguna aplikasi. 

b.  Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti dalam suatu penelitian.
13

. Berdasarkan teori 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel 

di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil 

tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai 

dengan topik penelitian.
14

 Penulis mengambil sampel 

penanggung jawab 1, karyawan 2, driver grab 2 di Rumah 

Makan Mba Mar 1 .
15

 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
16

 Dalam 

penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa 

                                                     
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 44. 
13 Ibid, 130. 
14  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif Dan R&D,  27.  
15 Ibid, 131. 

16 Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004), 85. 
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metode, yaitu : 

a.  Observasi 

    Oberservasi adalah kegiatan peninjauan yang 

dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, 

pemotretan, perekaman tentang situasi dan kondisi serta 

peristiwa dilokasi. Yang aman sebagai metode ilmiah 

observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

atau fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis 

menggunakan observasi langsung kelokasi, disana penulis 

mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan khusunya yang 

berhubungan dengan pandangan hukum Islam tentang 

praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem 

pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios 

di rumah makan pecel lele Mba Mar 1. 

b. Wawancara 

   Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (Interview) 

merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara 

pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu 

objek yang diteliti.
17

 Wawancara dilakukan bersama 

dengan penanggung jawab, karyawan, driver grab di 

Rumah Makan Mba Mar 1. 

c.  Dokumentasi 

   Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang 

tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang 

orang, atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian 

dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus 

penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna 

dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks 

tertulis, artefacts, gambar maupun foto.
18

 

 

                                                     
17 A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan (Prenada Media, 2016), 372. 
18 Ibid, 391. 
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5.  Teknik Pengolahan Data  

 Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, 

mengatur, mengkarifikasikan. Dalam menimbang dan 

menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data 

yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang 

diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan 

dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. 

Untuk mengolag data-data yang telah dikumpulkan, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1.   Editing atau pemeriksaan, yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau 

sesuai atau relevan dengan masalah. 

2.   Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan 

jenis dan penggolongannya setelah diadakannya 

pengecekan. 

3.   Interprestasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil 

untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
19

 

4.    Sistemating, yaitu melakukan pengecakan terhadap data-

data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara 

sistematis, terarah, dan berurutan sesuai dengan 

klasifikasi data yang diperoleh. 

6. Analisis Data  

  Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya 

data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat di 

mengerti.
20

 Kemudian dianalisis menggunakan metode 

berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala 

yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku 

dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang 

                                                     
19 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: 

Alumni, 1980). 86. 
20 Noer Saleh, Pedoman Membuat Skripsi, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), 

116. 
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diselidiki.
21

 

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan 

tentang berbagai hal yang berkenaan tentang praktek jual beli 

makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan 

non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel 

lele Mba Mar 1. Hasil analisa nya dituangkan dalam bab-bab 

yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini.  

 

I.   Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam 

penelitian ini terdiri yakni : 

 BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub 

bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan 

sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai 

kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab 

selanjutnya. 

Bab II : Landasan Teori.  Dalam bab ini terdiri dari 2 sub 

yakni Jual beli Dalam Hukum Islam dan Tunai Dan Non Tunai 

Dalam Hukum Islam. Sub bab jual beli dalam hukum Islam  

terdiri dari Pengertian Jual beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun 

dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Batal Dan 

Berakhirnya Jual Beli, Berselisih Dalam Jual Beli, Manfaat Dan 

Hikmah Jual Beli.  Sub bab tentang Tunai Dan Non Tunai Dalam 

Hukum Islam terdiri dari Pengertian Tunai Dan Non Tunai, Dasar 

Hukum Tunai Dan Non Tunai, Manfaat Tunai Dan Non Tunai, 

Dam Tunai Dan Non Tunai Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Bab III : Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini 

terdiri dari tiga sub bab yaitu Gambaran Umum Rumah Makan 

Pecel Lele Mba Mar 1 Dan Praktik Jual Beli Lewat Fitur 

GrabKios Dengan Sistem Tunai Dan Non Tunai Pada Rumah 

                                                     
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), 3. 
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Makan Pecel Lele Mba Mar 1.  

Bab IV : Analisis Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari 

dua sub bab yakni, Bagaimana praktek jual beli makanan dan 

minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui 

aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1 Dan 

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli 

makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non 

tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba 

Mar 1 

Bab V : Penutup, memuat kesimpulan yang berisi 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai 

rekomendasi untuk kajian lebih lanjut . 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam  

1.   Pengertian Jual Beli  

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “al-bai ( 

 yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu ”( البع

dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut 

bahasa berarti al-bai, altijarah, dan al-mubadalah. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT:
22

 

                     

               

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca 

kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan 

sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu 

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. 

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata 

jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual 

menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli 

adalah perbuatan membeli.
23

 Dengan demikian kata jual beli 

menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu 

satu pihak menjual dan pihak lain membeli, Dalam hal ini 

terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam 

perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar 

atau melakukan pertukaran.
24

 

                                                     
22 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 

67. 
23 Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan 

Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” Al-‟Adalah 12, no. 2 (2015): 785–806. 
24  Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam,  (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2000), 39. 
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Secara terminologi, terdapat beberapa defisini jual beli 

yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:  

1)  Menurut Ulama Hanafiyah  

Jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta 

dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, 

diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat 

kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara 

tertentu yang dimaksud adalah sighat atau      ungkapan 

ijab dan qabul. 
25

 

2)  Menurut Imam Nawawi  

    Dalam kitab al-Majmu‟ Syarah al-Muhadzab, jual beli 

adalah: 

 مُقَا بلَََُ مَا لٍ بِمَا لٍ ةَمْلِيْكًا 

 “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang 

lain) untuk kepemilikan”. 

3)  Menurut Ibnu Qudamah  

Kitab al-Mughni menyebutkan bahwa Jual beli 

adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling 

menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah 

persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak 

yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai 

pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).
26

 

4)  Menurut Sayyid Sabiq  

Jual beli dalam Fiqh ssunnah adalah penukaran benda 

dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau 

memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya 

dengan cara yang dibolehkan.
27

 

Harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki 

dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan 

tidak bermafaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat 

                                                     
25 Sudarto, Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat 

Dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 253. 
26 Ibid, 253. 
27  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12,  (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 45. 
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dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang 

dimaksud dapat dibenarkan (ma‟zun fih) agar dapat 

dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Menurutnya 

bahwa jual beli atau al-bai adalah  mengalihkan hak 

kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi 

tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.
28

 

5)  Wahbah al-Zuhaily  

 Mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain. Kata al-Bai dalam bahasa Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu 

kata al-Syira (beli). Dengan demikian kata al-Bai berarti 

jual sekaligus juga berarti beli.
29

 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

dipahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah 

adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan 

benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta, dengan 

jalan melepaskan hak milik dari yang satu serta 

mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang telah dibenarkan syara dan disepakati kedua belah 

pihak. 

  Menurut syara bahwa, Benda yang diperjualbelikan 

harus dapat diserahterimakan dan merupakan milik sendiri 

dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup 

pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut 

harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dapat 

dibenarkan penggunaannya menurut syara.
30

 

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai 

kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:
31

 

1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang 

                                                     
28 Sudarto, Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat 

Dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 254.  
29 Ibid, 253. 
30 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12,  (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 105. 
31 Sudarto, Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat 

Dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 255-256.  
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saling melakukan tukar menukar.  

2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu 

yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan 

kedua belah pihak.  

3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang 

dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan.  

4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku,yakni 

kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan 

kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan 

kepemilikan abadi. 

 

2.  Dasar Hukum Jual Beli  

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan 

Al-Qur‟an, as-sunnah, ijma dan Qiyas. Dilihat dari aspek hukum 

jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh 

syara. Adapun dasar hukum jual beli adalah:  

                             

                      

       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” 

(Q.S.an-Nisa[4]: 29). 
32

 

Kata   َلك مأمَۡوََٰ  yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam 

masyarakat. Kemudian kata  ِطِل  dengan cara yang batil yaitu بِٱلۡبََٰ

segala perkara yang diharamkan Allah swt. Atau tidak ada 

                                                     
32 Al-Jumanatul Ali, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2005). 



 

 

 

21 

haknya. Bathil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama 

atau persyaratan yang disepakati. 

  Pada hadis Rasulullah SAW juga disebutkan tentang 

diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah 

riwayat alBazzar dari Rifa‟ah bin Rafi‟ r.a. ia berkata: 

ُ عَنْهُ أَنه ا منَهبِِه صَلََ ا ُ علَيَْهِ وَ  عَنْ رِ فاَعةََ بْنِ رَا فِعٍ رَ ضَِِ ا للَّه للَّه

جُلِ بِيَدِهِ، وَكُُُّ بيَْعٍ  سَلّهَ  لُ امره : أَ يُّ ا مْكَسَْْ بِ أَ طْيَبُ؟ قاَلَ: )عَََ

حَهُ اَ محَْاكُِ  وُرٍ( رَوَاهُ اَمبََْهاروَصََه  مَبُْْ

Dari Rifa‟ah bin Rafi‟i RA bahwasannya Nabi SAW pernah 

ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau 

menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri 

dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap 

shahih menurut makim).  

Berdasarkan hadis di atas, dapat dilihat bahwa jual beli 

merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa 

transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan 

juga saling ridha. Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan 

dan saling menjatuhkan 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang harus ada di dalam 

suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka transaksi 

menjadi batal. Syarat ialah sesuatu yang menimbulkan adanya 

hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.
33

 

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun, 

akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual mauapun si 

                                                     
33 Ardito Bhinadi, Muamalah Syar‟iyyah Hidup Barokah,  (Yogyakarta: 

Deepulish, 2008) , 80. 
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pembeli.
34

 

Menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli 

hanya ijab dan qobul saja.  

Menurut mereka, yang mejadi rukun dalam jual beli itu 

hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk jual beli. 

Tetapi, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang 

tidak nampak, maka diperlukan indikator (qarimah) yang 

menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.
35

 Dengan 

bentuk perkataan (ijab dan qobul) atau dalam bentuk perbuatan, 

yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). 

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:
36

 

1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau 

orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.  

2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 

hartanya (uangnya). 

 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara 

untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.  

4) Shighat, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak 

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan 

barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang 

lisan maupun tulisan.
37

 

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 

akad jual beli, antara lain sebagai berikut:
38

 

                                                     
34 Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar,  Fikih Muamalah : Teori Dan 

Implementasi, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126. 
35 Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, “Prosedur 

Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam 

Kajian Hukum Islam,” Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 11, no. 2 (2019): 
101–16. 

36 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) 

(RajaGrafindo Persada, 2003), 118. 
37 Khumedi Ja‟Far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” (Bandar 

Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 104.  
38  Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar,  Fikih Muamalah : Teori Dan 

Implementasi, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126. 
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1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:  

a)   Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah 

jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan 

kegiatan tukar menukar (penjual dan pembeli) hendaklah 

memiliki akal pikiran yang sehat. 

b)  Beragama Islam, Hal ini berlaku untuk setiap pembeli 

bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena 

dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang 

kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina 

Islam dan kaum muslimin. 

c)  Dengan kehendak sendiri (Tidak dipaksa), dengan niat 

yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk 

melepaskan hak miliknya serta memperboleh tukaran 

hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka 

sama suka. 

2)  Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain:
39

 

 a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang 

yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.  

 b) Memberi manfaat menurut syara, maka dilarang jual beli 

bendabendayang tidak boleh diambil manfaatnya 

menurut syara ,seperti menjual babi, kala, cecak, dan 

yang lainnya. 

  c) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetpai pihak 

penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan 

barang itu.  

 d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual 

motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual 

tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu 

sebab pemilikan secara penuh dan tidak dibatasi apapun 

kecuali syara.  

 e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.  

 f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain 

dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang 

                                                     
39 Ibid, 127. 
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baru akan menjadi miliknya. 

 g) Diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan itu 

harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, 

jenisnya, atau ukuran lainnya. 

3)  Syarat sah ijab qobul  

 a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan), misalnya si 

pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual 

menyatakan ijab atau sebaliknya.  

 b) Tidak diselingi kata-kata lain. 

 c) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain, 

misalnya jika bapakku mati, maka barang ini aku jual 

padamu.  

 d) Tidak dibatasi waktu, misalnya barang ini aku jual 

padamu satu bulan saja.  

 e) Ada kesepakatan ijab dan qobul pada orang yang saling 

merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang. 

  f) Ijab dan qobul harus dapat diterima oleh kedua belah 

pihak.  

4)  Syarat nilai tukar barang (harga barang)  

 Nilai tukar barang merupakan unsur yang tepenting 

yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar 

barang para ulama fiqih membedakan antara adhaman dan 

as-si‟ir. Adhaman merupakan harga pasar yang berlaku 

ditengahtengah masyarakat, sedangakan as-si‟ir yaitu model 

barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada 

konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat 

nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan 

nilai tukar harga antara pedagang dan konsumen. Ulama 

fiqih berpendapat syarat nilai tukar sebagai berikut: 
40

 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya.  

b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad.   

                                                     
40 Rachamat Syafei, Fiqih Muamalah,” (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 

124-125. 
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c) Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang 

yang dijadikan nilai tukar harus jelas. 

 

4.   Macam-Macam Jual Beli 

  Jual beli yang diperbolehkan dalam Hukum Islam Jual 

beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam secara umum 

dibagi menjadi empat macam:
41

 

1. Jual Beli Salam (Pesanan)  

Jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara 

ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar 

secara tunai. Praktik jual beli ini dapat digambarkan 

dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh 

atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, 

kualitas dan harganya, sedangkan barang yang 

dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. 

 Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang 

dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka 

rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab 

masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak 

ada pihak yang dirugikan setelah salah pihak (pembeli) 

menyerahkan sejumlah kepada pihak lain (penjual). 

Contohnya: membeli perabotan rumah tangga, seperti 

kursi, meja atau lemari dari seorang sales yang 

menawarkan barang dengan membawa contoh 

gambar/foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan 

kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. 

b) Jual Beli Muqayadhah (Barter)  

Jual beli muqayadhah adalah jual beli suatu 

barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut 

dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya 

terjadi pada zaman dulu saja, namun masih juga 

menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal 

sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam 

                                                     
41 Ibid. 101. 
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menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan 

aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam 

Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus 

diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan 

kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak 

memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan 

penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan 

perbedaan ukuran dan harga. Contohnya: menukar 

beras dengan jagung, pakaian dengan tas atau binatang 

ternak dan barang tertentu lainnya. 

c) Jual Beli Muthlaq  

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan 

sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, 

seperti uang.  

d) Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar  

Jual beli ini dapat digunakan sebagai alat penukar 

dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar 

dengan uang emas. Jual beli yang berdasarkan segi 

harga dibagi menjadi empat bagian:  

1. Jual beli menguntungkan (al-murabahah).  

2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual 

dengan harga aslinya (at-tauliyah). 

 3. Jual beli rugi (al-khasarah).  

 4. Jual beli al-musawah, yaitu penjual 

menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang 

yang berakad meridhoi, jual beli seperti ini 

digunakan dan berkembang sampai saat ini. 

Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam 

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur 

penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia 

dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan 

lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan 

kaum muslim.
42

 

                                                     
42 Hendi Suhendi, Fiqh muamalah (RajaGrafindo Persada, 2002), 78.  



 

 

 

27 

Wahbah Az-zuhaili membagi jual beli ke dalam 

beberapa bagian sebagai berikut:  

a) Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual 

dan pembeli) antara lain: 

1. Jual beli orang gila Maksudnya bahwa jual beli yang 

dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan 

kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah 

(kemampuan). Disamakan dengan orang yang pingsan, 

mabuk, dan dibius.  

2.  Jual beli anak kecil Maksudnya bahwa jual beli yang 

dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang 

tidak sah, kecuali dalam perkaraperkara yang ringan.  

3.  Jual beli orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual 

beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan 

sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. 

Sedangkan menurut ulama syafi‟iyah tanpa 

diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, 

karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang 

yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya 

tetap dipandang tidak sah.
43

 

4.  Jual beli orang yang dipaksa Menurut Ulama 

Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang 

dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika 

orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas 

dari paksaan, maka jual belinya berlaku.
44

 

5. Jual beli fudhul  

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang lain tanpa 

seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama 

jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena 

mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh karena itu, 

para ulama sepakat bahwa jual beli fudhul tidak sah.  

 

                                                     
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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6.  Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, 

atau pemboros) Maksudnya bahwa jual beli yang 

dilakukan oleh orang-oarang yang terhalang baik 

karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak 

sah, karena tidak mempunyai kepandaian dan 

ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 

7.  Jual beli malja 

Jual beli malja yaitu jual beli yang dilakukan oleh 

orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang 

demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena 

dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 

umumnya. 

b)  Jual beli yang dilarang karena objek jual beli barang yang 

diperjual belikan  antara lain:  

1.` Jual beli yang barang yang tidak dapat diserahkan. 

 Jual beli barang yang tidak diserahkan seperti 

jual beli buruh yang masih terbang diudara dan ikan 

yang masih berenang di air, dipandang tidak sah 

karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan 

yang pasti.  

  2  Jual beli sperma binatang.  

Jual beli seperti mengawinkan seekor sapi 

jantan dengan seekor sapi betina dengan tujuan untuk 

menghasilkan keturunan yang baik adalah haram. 

  3. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama 

(Al-qur‟an).  

Jual beli barang-barang yang sudah jelas 

hukumnya oleh agama seperti jual beli arak, babi, dan 

berhala adalah haram. 

4.  Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut 

induknya. 

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab 

barangnya belum ada dan belum tampak jelas.  
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5.  Jual beli Muhaqallah  

Jual beli ini adalah jual beli tanaman-tanaman 

yang masih diladang atau kebun (sawah). Jual beli 

seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung 

unsur riba didalamnya (untung-untungan). 

6.   Jual beli Muzabanah  

Jual beli buah yang basah dengan buah yang 

kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran 

padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga 

akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu 

jual beli seperti ini dilarang.  

7. Jual beli Mulammasah   

  Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya 

seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau 

kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah 

membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan 

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah 

satu pihak.
45

 

8. Jual beli Munabadzah  

  Jual beli lempar-melempar, misalnya seseorang 

berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada 

padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang 

ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka 

terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama karena mengandung tipuan dan dapat 

merugikan salah satu pihak. 

9. Jual beli Mukhadharah 

  Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk 

dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga 

yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual 

beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang 

tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa 

                                                     
45  Hendi Suhendi, Fiqh muamalah (RajaGrafindo Persada, 2002),  70. 
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saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angina 

sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga 

menimbulkan kekecewaan salah satu pihak. 

10. Jual beli Majhul  

  Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual 

beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-

buahanyang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual 

beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena 

akan mendatangkan pertentangan di antara manusia. 
46

 

11.    Jual beli Gharar  

  Jual beli gharar adalah jual beli yang samar 

sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti 

penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual 

kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi 

dibawahnya jelek.  

   Menurut para ulama jenis dan tingkatan 

gharar itu berbeda-beda. Pertama gharar berat, batasan 

gharar berat yaitu gharar yang sering terjadi pada akad 

sehingga menjadi sifat akad tersebut. Contohnya yaitu 

menjual buah-buahan yang belum tumbuh, 

menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas 

waktu, memesan barang (akad Islam) untuk barang 

yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Gharar 

jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan 

perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang 

disepakati tidak sah.  

   Sedangkan yang kedua yaitu gharar ringan 

yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap 

akad dan dimaklumi menurut urf tujjar (tradisi 

pebisnis) sehingga pihak yang bertransaksi tidak 

dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli 

rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah 

dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah 

harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, 

                                                     
46 Ibid, 113. 
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menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika 

dipecahkan jika dirobek. Gharar jenis ini dibolehkan 

dan akad yang disepakati tetap sah.
47

 Jual beli yang 

dilarang karena lafadz (ijab qobul)48
 

12.  Jual beli Mu‟athah  

   Jual beli yang telah disepakati oleh pihak 

(penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang 

maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan qobul, 

jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak 

memenuhi syarat dan rukun jual beli. 

13.  Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul  

   Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab 

dari pihak penjual dengan qobul dari pihak pembeli, 

maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan 

untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas 

barang. 

14. Jual beli Munjiz  

   Jual beli yang digantungkan dengan suatu 

syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang 

akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, 

karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun 

jual beli.  

15.  Jual beli Najasyi  

   Jual beli yang dilakukan dengan cara 

menambah atau melebihi harga temannya, dengan 

maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau 

membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan 

keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).
49

  

 

 

                                                     
47 Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika 

Dalam Transaksi Bisnis Modern,” Al-‟Adalah 12, no. 1 (2015): 647–62. 
48 Ja‟Far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,.., 116.  
49 Ibid. 
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16.  Menjual di atas penjualan orang lain  

 Menjual barang kepada orang lain dengan 

cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau 

membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: 

kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti 

barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih 

murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang 

agama karena dapat menimbulkan perselisihan 

(persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).  

17.  Jual beli di bawah harga pasar  

Jual beli yang dilaksanakan dengan cara 

menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka 

masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum 

tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga 

setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang 

kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak 

pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.  

18.  Menawar barang yang sedang ditawar orang lain  

   Misalnya seseorang berkata: jangan terima 

tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan 

harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga 

dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan 

persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan 

perselisihan diantara pedagang (penjual). 

 

5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli  

   Batal (bathil yang berrti sia-sia atau tidak benar. 

Dikatakan batal yaitu akad uang menurut dasar dan sifatnya 

tidak di perbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah 

satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:
50

 

a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i 

(secara syar‟i tidak pernah dianggap ada), dan oleh 

                                                     
50 Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al and 1. -Hajjaj al-Qusyairi an-

Naisaburi, Shahih Bukhari dan Muslim, No. 2140 dan No.1413, 1. 
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karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.  

b. Bahwa apabila telah dilaksankan oleh para pihak akad 

bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula 

pada waktu sebelum di laksanakannya akad bathil 

tersebut.  

c. Akad bathil tidak berlaku pembenaran dengan cara 

memberi izin misalnya, karena transaksi didasarkan 

kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar‟i dan 

juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad 

maukuf.  

d. Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) 

karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak 

pernah ada.  

e. Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku 

terhadap kebatalan.  

Berakhirnya akad berbeda fasakh adalah batalnya, 

berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau putus akad 

yang mengikat antara muta‟aqidain (kedua belah pihak yang 

melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau 

sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah.  

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat 

berakhir apabila:  

1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad 

yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki 

proses waktu.  

2) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.  

3) Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh 

pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh 

adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti 

sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah 

berlangsung akad.  

4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam 

hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak 

semua akad otomatis berakhir dengan wakatnya salah 
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satu pihak yang melaksanakan akad.  

5) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan 

dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir 

jika yang berwenang alakad tidak mengizinkan. 

 

6.  Berselisih dalam jual beli  

  Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi 

jualbeli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan 

mengatakan apa adanya. Jangan berdusta dan bersumpah 

palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan 

keberkahan dalam jual beli.  

    Sebaiknya perdagangan (penjual) yang jujur, benar 

dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para 

Nabi, sahabat dan orang-orang mati syahid pada hari kiamat 

kelak. Adapun jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat 

antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda 

yang diperjual belikan, maka yang dijadikan peganganadalah 

keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya 

(penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti 

lain.
51

 

 

 7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli  

  Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari 

tansaksi jual beli antara lain:  

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan 

berlapang dada dengan jalan suka sama suka.  

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau 

memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.  

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang 

halal. 

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak 

(masyarakat).  

                                                     
51 Hendi Suhendi, Fiqh muamalah, (RajaGrafindo Persada, 2002),  84-85. 
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e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan 

kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang 

cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah 

Allah SWT.  

f. Dapat menciptakan hubungan silahturami dan 

persaudaraan antara      penjual dan pembeli.
52

 

 

B. Tunai Dan Non Tunai 

 1.  Pengertian Pembayaran Non Tunai (E-money)  Dan Tunai 

  Harahap menyatakan Transaksi non tunai merupakan 

perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 

(APMK) yang dilayani sistem perbankan, dunia perbankan 

secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru 

dalam sistem pembayaran. Dalam Edaran Menteri Dalam 

Negeri No. 910/1867/SJ tentang implementasi Transaksi Non 

Tunai dinyatakan sebagai berikut: “Transaksi Non Tunai 

merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke 

pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat 

pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, 

uang elektronik atau sejenisnya”.
53

  Bank Indonesia 

menyebutkan “Transaksi non tunai adalah pembayaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Pelaksanaan Transaksi non tunai dapat dilakukan melalui sistem 

pembayaran online seperti transfer melalui Real Time 

GrossSettlement (RTGS), APMK, e-money, dan electronic 

channel lainnya”. 

Menurut Alam dan Rudianto “Alat pembayaran non 

tunai sudah berkembang dan semakin lazim di pakai 

masyarakat. Alat pembayaran non tunai memerlukan 

penggunaaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan 

transaksi. Pembayaran non tunai tidak tercapai hanya dengan 

                                                     
52 Ja‟Far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia.”  
53 Lidanna Dian Kurnia, “Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai 

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi 

Lampung,” Derivatif: Jurnal Manajemen 14, no. 1 (2020). 
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bertukar alat pembayaran, tetapi perlu ada transfer uang deposit 

antarbank pembayar dan penerima pembayaran. Instrumen 

pembayaran non tunai menyediakan mekanisme bagi bank 

untuk transfer antar bank”.  

Adapun menurut Astuti “Sistem pembayaran non tunai 

melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan 

dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang 

menyerahkan kepada pihak penerima. Jika pihak-pihak tersebut 

dalam lingkaran bank yang sama, maka bank tersebut hanya 

cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang 

satu ke rekening lainnya. Namun jika kedua belah pihak 

tersebut tidak dalam satu lingkar bank yang sama, maka 

diperlukan lembaga kliring yakni Bank Indonesia untuk 

mengakomodir transaksi tersebut”. 

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah 

menggantikan peranan uang tunai (currency) yang dikenal 

masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam 

bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal 

ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-

perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang 

menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem 

pembayaran non tunai. Jenis-jenis pembayaran non tunai yaitu 

cek, bilyet giro, nota debet, nota kredit, kartu ATM/debit, kartu 

prabayar dan uang elektronik (e-money). Penggunaan kartu 

plastik dirasa lebih aman, efisien dan praktis dalam berbagai 

keperluan sehari-hari.
54

  

Saat ini perkembangan non tunai dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, selain didukung oleh kemajuan 

teknologi adanya perubahan pola hidup masyarakat dan 

berkembangnya inovasi menambah macam transaksi non tunai. 

Untuk kebutuhan keuangan kini banyak sekali teknologi yang 

dapat digunakan misalnya berkembangnya e-money. E-money 

memudahkan dan mendukung kebutuhan aktivitas manusia 

                                                     
54 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2015), 318. 
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dalam banyak hal misalnya membayar tol, transaksi umum 

seperti membeli pulsa dan berbelanja. Berbeda dengan kartu 

ATM, kartu debit, dan kartu kredit yang terhubung langsung ke 

rekening pengguna, transaksi melalui e-money tidak terhubung 

dengan rekening pengguna melainkan memiliki kantong sendiri 

yang dapat diisi ulang dengan cara top-up. Jenis-jenis e-money 

yaitu Gopay, Grab-pay, E-money Mandiri, TCash, BCA Flazz, 

Line Pay dan GOPAY DAN GRABPAY dan lainya.
55

 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. uang 

elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena 

memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli 

barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena 

pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran 

kepada pedagang, bagi pedagang nilai uang elektronik 

merupakan nilai yang berpindah dari media uang elektronik 

yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik 

milik pedagang.  

Transaksi dengan menggunakan e-money dapat 

dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain 

itu tansaksi menggunakan e-money tidak ada hubungan dengan 

rekening nasabah pada suatu bank maka dari itu nasabah 

pengguna emoney tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN 

untuk menggunakan emoney tersebut. Seiring berkembangnya 

teknologi dapat memicu perubahan gaya hidup termasuk cara 

bertransaksi masyarakat Indonesia. Masyarakat mulai terbiasa 

bertransaksi non-tunai dengan teknologi pembayaran digital 

atau yang disebut dengan tren cashles society. Berdasarkan 

Consumer Payment Attitudes Study yang dirilis oleh Visa 

(2016), masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan kartu 

pembayaran elektronik dibandingkan dengan uang tunai.  

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa 34 persen 

masyarakat Indonesia hanya membawa sedikit uang tunai 

dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, karena 71 persen 

                                                     
55 Ni Nyoman Anita Candrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang 

Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial,” Jurnal 

Magister Hukum Udayana 3, no. 1 (2014): 44104. 
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masyarakat lebih suka menggunakan kartu pembayaran dan 59 

persen menganggap bahwa membawa uang tunai tak lagi aman. 

Tidak dapat dipungkiri, peralihan sistem transaksi pada 

masyarakat dikarenakan adanya teknologi pembayaran yang 

inovatif, efisien, aman, dan mudah digunakan. Berikut adalah 

beberapa manfaat menggunakan uang non tunai sebagaimana 

dikutip dari Skripsi Dewi Handayani Munte.
56 

Peningkatan sistem pembayaran non tunaiberpotensi 

untuk dapat memberikan manfaat atau meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara yakni: 

mengurangi opportunity cost masyarakat, meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga dan fee base 

income dan pembiayaan tanpa bunga (khusus kartu prabayar/e-

money) yang diterima Bank atau penerbit APMK, mendorong 

kenaikan tingkat konsumsi dan velocity of money serta 

mendorong aktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi, 

pergerakan yang terjadi dalam volume sistem pembayaran non 

tunai dapat digunakan sebagai sinyal awal guna melihat 

perkembangan perekonomian. 

Pembayaran non tunai berpengaruh positif yang artinya 

ketika pembayaran non tunai meningkat maka akan dapat 

mengurangi biaya transaksi, kegiatan pertukaran uang akan 

lebih cepat sehingga akan mempengaruhi produktivitas dan 

akhirnya berpengaruh terhadap output dan pertumbuhan 

ekonomi. Inovasi dan gencarnya pemakaian alat pembayaran 

non tunai seperti kartu pra bayar, debet, kartu kredit dan lainnya 

dapat menimbulkan komplikasi terhadap pemakaian target 

kuantitas dalam pengendalian moneter. Apalagi kecenderungan 

saat ini alat pembayaran non tunai dengan memakai kartu mulai 

mengeser peranan alat pembayaran tunai dalam transaksi 

perekonomian nasional. 

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau 

seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila 

                                                     
56 Dewi Handayani Munte, “Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non 

Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” 2017. 
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perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah uang 

beredar juga bertambah, sedang komposisinya berubah atau 

berpengaruh negatif. Bila perekonomian makin maju, porsi 

penggunaan uang kartal makin sedikit, digantikan uang giral. 

Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat, komposisi 

M1 dalam peredaran uang semakin kecil, sebab porsi uang 

kuasi makin besar.  

Hasil riset yang dilakukan oleh Bambang Pramono, 

dalam working paper bertajuk “Dampak Pembayaran Non 

Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter” 

mengemukakan bahwa kehadiran alat pembayaran non tunai 

bagi perekonomian nasional juga memberi manfaat terhadap 

peningkatan efisiensi dan produktifitas keuangan guna 

mendorong aktivitas sektor riil yang menghela pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

 

2. Dasar Hukum Pembayaran Tunai Dan Non Tunai (E-

money) 

Hukum transaksi Non Tunai/uang elektronik dalam 

perspektif hukum Islam diatur dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSNMUI/IX/2017 

tentang Uang Elektronik Syariah. Yaitu dalam ketentuan hukum 

uang elektronik boleh  digunakan sebagai alat pembayaran 

dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Dalam ketentuan 

terkait akad dan personalia hukum :  

a. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik 

adalah akad wadi‟ah atau akad qardh. 

1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi‟ah, 

maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi‟ah 

sebagai berikut: 

a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang 

dapat diambil/ digunakan oleh pemegang kapan saja. 
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b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak 

boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), 

kecuali atas izin pemegang kartu. 

c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang 

dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin 

pemegang kartu, maka akad titipan (wadi‟ah) 

berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan 

tanggung jawab penerima titipan sama dengan 

tanggung jawab dalam akad qardh. 

d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam 

penggunaan dana titipan dari pemegang kartu. 

e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh 

betentangan dengan prinsip syariah dan peraturan 

perundang-undangan.  

2)  Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, 

maka berlaku ketentuan dan batasan sebagai berikut: 

a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang 

dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan 

saja.  

b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) 

uang hutang dari pemegang uang elektronik. 

c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang 

pemegang uang elektronik kapan saja sesuai 

kesepakatan. 

d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam 

penggunaan dana pinjaman dari pemegang kartu .  

e) Penggunaan dana oleh peenerbit tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan 

perundang-undangan.  

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat 

mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada 

pemegang dengan ketentuan sebagai berikut :  
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a.  Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk 

mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang 

elektronik, dan  

b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan 

kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan 

Penggunaan Uang Elektronik, Penyelenggaraan dan 

Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:  

a. Transaksi yang ribawi, gharar, maaysir, tadlis, risywah, dan 

israf. 

b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
57

 

 

3. Manfaat Tunai Dan Non Tunai (e-money) bagi UMKM  

Inklusi keuangan terus menjadi fokus pemerintah 

Indonesia dimana pemerintah menargetkan indeks keuangan 

inklusif mencapai 75 persen pada 2019. Di satu sisi, salah satu 

penggerak sektor ekonomi yang kuat di Indonesia adalah sektor 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan Data 

Kementerian Koperasi dan UKM dan Bank Indonesia tahun 

2015, kontribusi UMKM per 2014 terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) sebesar 57,6 persen.
58

 

Mengembangkan usahanya, tantangan yang sering 

dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan modal akibat 

minimnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan 

kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Selain itu, 

para pelaku UMKM cenderung tidak memiliki pencatatan 

transaksi yang rapi dan terorganisir dengan baik. Pencatatan 

dilakukan dalam buku sederhana berdasarkan ingatan saja, 

sehingga memiliki risiko kesalahan perhitungan dan pencatatan. 

                                                     
57 N I M Dakum, “Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
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Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). 
58 Nastiti Ninda Lintangsari et al., “Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran 

Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia,” Jurnal Dinamika 

Ekonomi Pembangunan 1, no. 1 (2018): 47–62. 
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Bagi para pelaku UMKM yang masih melakukan 

pencatatan secara manual, hal ini menjadi masalah utama dan 

dapat menghambat pengembangan  

usaha. Kehadiran teknologi finansial (tekfin) memberikan 

manfaat tersendiri bagi para pelaku UMKM untuk 

mengembangkan usahanya. Dari beberapa bidang tekfin, sistem 

pembayaran non-tunai telah berkembang pesat dan menjadi 

salah satu kontributor terbesar industri tekfin di Indonesia saat 

ini. Berikut adalah manfaat pembayaran non-tunai yang dapat 

mendorong perkembangan usaha UMKM: 

a. Transaksi yang lebih cepat 

Pembayaran non-tunai, seperti melalui kartu pada 

mesin EDC, mobile wallet, e-money, dan lainnya, 

mempersingkat waktu transaksi bagi pelanggan. Bagi pelaku 

usaha, hal ini berarti antrean yang lebih pendek, 

penghematan biaya layanan, dan pembagian kerja karyawan 

yang lebih efisien.Kemudahan ini  juga dapat memberikan 

kenyamanan bagi para pelanggan. 

b. Pencatatan transaksi yang lebih mudah dan sistematis  

Sistem pembayaran non-tunai dapat mencatat 

transaksi non-digital menjadi digital. Secara rinci, semua 

transaksi akan terekam secara otomatis di dalam sistem, 

mulai dari tanggal dan waktu transaksi, jenis produk atau 

layanan, jumlah modal yang dikeluarkan, serta jumlah 

pembayaran dari pelanggan. Dengan menggunakan sistem 

pembayaran non-tunai, para pelaku UMKM juga memiliki 

informasi credit scoring berdasarkan data alternatif yang 

dimiliki secara digital, sehingga membuka akses terhadap 

layanan keuangan, termasuk pemberian pinjaman modal 

usaha dari lembaga keuangan. 

c. Database permintaan pelanggan yang akurat 

Pencatatan transaksi digital menyediakan informasi 

mengenai permintaan pelanggan. Hal ini bermanfaat bagi 

para pelaku UMKM untuk memprediksi pembelian stok 

barang maupun layanan di kemudian hari, berdasarkan minat 
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dan kebutuhan pelanggan. Para pelaku UMKM menjadi 

lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan modal yang 

dimiliki, menghindari stok barang yang tidak laku terjual, 

hingga mendapat celah untuk memperoleh keuntungan yang 

lebih besar. Secara keseluruhan, sistem pembayaran non-

tunai menyediakan manfaat yang berdampak positif terhadap 

pertumbuhan sektor UMKM lewat efisiensi dan efektivitas 

kinerja dan biaya.  

Layanan pembayaran non-tunai dapat terus 

dikembangkan untuk menjawab kebutuhan UMKM dan 

masyarakat Indonesia secara lebih efektif. Inovasi dan 

layanan produk tekfin dipercaya dapat mendorong ekonomi 

digital sehingga mempercepat pencapaian inklusi keuangan 

di Indonesia. Tidak mustahil nantinya pelanggan dapat 

dengan mudah merasakan secara langsung pembayaran 

nontunai di sektor UMKM, termasuk warung tradisional di 

seluruh Indonesia. Itulah deretan manfaat yang akan 

didapatkan oleh UMKM, jika menerapkan pembayaran non 

tunai. 

 

4. Pembayaran Tunai Dan Non Tunai (e-money) dalam 

perspektif Ekonomi Islam 

Supaya dapat memahami secara utuh bagaimana pandangan 

islam tentang pembayaran non tunai (emoney) akan diuraikan 

terlebih dahulu tentang pandangan Islam tentang uang dan e-

money (uang elektronik) itu sendiri. 

a. Pandangan Islam Tentang Uang.
59

  

Dalam Islam secara etimologi uang berasal dari kata 

al-nᾱqdu-nuqud, al-nᾱqdu berarti yang baik dari dirham, 

menggenggam dirham, danal-naqdu, yang berarti tunai. 

Kata nuqud tidak terdapat dalam al-quran dan hadist karena 

bangsa Arab tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan 

harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan 
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mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk alat 

tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan 

wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk 

menunjukkan kata dinar emas, sementara kata fulus (uang 

tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk 

membeli barang-barang murah. Dalam Islam, uang 

dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi.  

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, 

bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana 

dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat baik 

untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang  

yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu di 

terima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Islam sangat 

menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah 

satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, 

dimana barter ini adalah kegiatan tukar menukar barang 

yang terjadi tanpa perantaraan uang. Rasulullah SAW, 

menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelamahan 

system pertukaran barter, maka beliau ingin menggantinya 

dengan system pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, 

beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan 

uang dalam transaksi. 

Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan 

ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam 

ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter 

ditemukan adanya unsur ketidakadilan yang digolongkan 

sebagai riba Fadhl, yang dilarang dalam islam. Uang dapat 

memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan 

sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang 

jugamemainkan peranan sosial dan religius yang khusus, 

karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan 

daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si 

miskin. Arti religius disini dilihat dari peranan uang yang 

pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nishab 

dan menilai jenis zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial 
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uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang 

terkandung dalam keadaan tawar-menawar.  

Pendapat Ulama yang lain mengenai uang itu sendiri, 

Menurut Abdullah bin Sulaimanal-Mani dalam kitab Buhuts 

fi al-Iqtishad al-Islami (1996:178) yang penulis kutip dalam 

peraturan DSN-MUI nomor 116 (2017:7) “Uang adalah 

segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima 

secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti 

apapun media tersebut”. Selanjutnya ada pendapat dari 

ulama Muhammad Rawas Qal‟ah Ji, dalam kitabnya al-

Mu‟malat,al-Maliyah,Al-Mu‟ashirahfi Dhau‟ al-Fiqhwa al-

Syari‟ah menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang 

dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari 

logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, 

dan diterbiitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. 

Dari pendapat ulama di atas dapat dijadikan sebagai acuan 

bolehnya penggunaan non tunai e-money sebagai alat tukar 

yang sah untuk dapat digunakan ketika hendak 

menyelesaikan suatu transaksi.  

Secara terminologi, uang diartikan oleh al-Ghazali 

dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia, uang 

harus mengalir, sebagai alat tukar, media simpanan, dan 

ukuran harga dengan penjelasan:
60

 

1) Uang harus mengalir 

Dalam konsep Islam tidak dikenal dengan money 

demand for speculation. Uang pada hakikat nya adalah 

milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk 

dipergunakan bagi kepentingan kita dan masyarakat. 

Menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) tidak 

dikendaki karena berarti mengurangi jumlah uang yang 

beredar. Dalam pandangan islam, uang adalah flow 

concept (harus mengalir), karenanya harus berpurtar 

dalam perekonomian. Maksudnya mengalir adalah uang 

harus selalu diputar (dimanfaatkan /diinvestasikan) ke 

                                                     
60 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta : Rajawali, 2012), 80. 
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sektor riil agar mendapatkan nilai tambah yang lebih 

banyak serta mampu menggerakkan perekonomian.  

Uang tidak diperkenankan untuk ditimbun karena 

akan berakibat negatif terhadap perekonomian. Bagi 

orang yang tidak bisa memproduktifkan hartanya, Islam 

menganjurkan untuk melakukan musyarakah dan 

mudharabah, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila orang 

tersebut tidak mau mengambil risiko untuk 

bermusyarakah atau bermudharabah, Islam juga 

menganjurkan untuk melakukan qard, yaitu 

meminjamkan nya tanpa imbalan apapun, karena 

meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah 

riba. Dalam Islam riba sangat dilarang karena riba 

diharamkan dalam keadaan apapun.  

2) Uang sebagai alat tukar 

Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus 

diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh negara. 

Inilah perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti 

cek. Berlaku juga cek sebagai alat pem baya ran karena 

penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat 

bayar. Begitu pula dengan kartu debet, kartu kredit dan 

alat bayar lainnya. Pihak yang dibayar dapat saja 

menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat 

bayar sedangkan uang berlaku sebagai alat pem bayaran 

karena negara mensah kan nya. Umar bin Khatab ra 

penah menjelaskan bahwa saat ia ingin menjadikan uang 

dari kulit unta, lalu ada yang memberi masukan, bahwa 

jika itu dilakukan maka unta akan punah, lalu ia 

membatalkan keinginannya tersebut. Sebaliknya emas 

dan perak tidak serta merta menjadi uang bila tidak ada 

stempel (sakkah) negara. 

Imam Nawawi menegaskan bahwa makruh hukumnya 

bagi rakyat biasa mencetak sendiri dirham dan dinar, 

sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan 

tersebut adalah wewenang pemerintah. Kemudian apabila 

dirham tercampur maka dapat diketahui kadar campuran 
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nya, dengan demikian boleh menggunakannya baik 

dengan kebendaannya maupun dengan nilainya. Adapun 

jika kadar campuran tersebut tidak diketahui, maka di sini 

ada dua pendapat. Pendapat yang paling sahih mengata 

kan hukumnya boleh. Sebab, yang dimaksud kan adalah 

lakunya di pasaran. Campuran dari tembaga yang 

terdapat pada dirham tersebut tidak mempengaruhi, 

sebagaimana hal nya adonan.  

3) Penyimpanan uang  

Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa karena 

disebabkan oleh jual beli, muncul kebutuhan terhadap 

dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan 

dengan baju, darimana dia mengetahui ukuran makanan 

dari nilai baju tersebut. Jual beli terjadi pada jenis barang 

yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan 

dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, 

maka diperlukan “hakim yang adil” sebagai penengah 

antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat 

adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis 

harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan 

lama karena kebutuhan yang terus-menerus.  

Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang 

tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan 

logam. Ibnu khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai 

alat simpanan. Ia menyatakan, kemudian Allah Ta‟ala 

menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak 

sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan 

simpanan dan perolehan orang-orang di dunia 

kebanyakannya. Dari ketiga fungsi tersebut jelaslah 

bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan 

bentuk uang itu sendiri, uang dinar yang terbuat dari 

emas dan diterbitkan oleh raja Dinarius dari Kerajaan 

Romawi memenuhi kriteria uang yang nilainya stabil. 

Begitu pula uang dirham yang terbuat dari perak dan 

diterbitkan oleh Ratu dari Kerajaan Sasanid Persia juga 

memenuhi kriteria uang stabil. Sehingga, meskipun dinar 
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dan dirham diterbitkan oleh bukan negara Islam, 

keduanya dipergunakan di zaman Rasulullah SAW.  

4) Uang sebagai ukuran harga  

Abu Ubaid menyatakan bahwa dirham dan dinar 

adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu 

tidak bisa menjadi nilai harga keduanya.13 Imam Ghazali 

menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham 

sebagai hakim penengah diantara seluruh harta agar 

seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, 

unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak 

za‟faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama 

dengan satu ukuran, maka keduanya bernilai sama.
61

  

Ibn Rusyd menyatakan bahwa, ketika seseorang susah 

menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang 

berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya. 

Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, 

nilai harga kuda itu terhadap beberaba kuda adalah nilai 

harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu 

bernilai 50, tentunya baju-baju itu juga harus bernilai 50.  

b.  Pandangan Islam tentang uang elektronik (Emoney)  

Uang elektronik atau dalam bahasa inggris electronic money, 

adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang 

konvensional, dapat digunakan dan di distribusikan sebagai 

alat tukar, yang disimpan dalam format digital  

di sebuah komputer atau micro chip dalam sebuah kartu.
62

 

Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan 

menggunakan uang sebagai alat pembayaran tetapi dengan 

cara transfer antar bank maupun transfer intra bank melalui 

jaringan internal bank sendiri. Selain itu, pembayaran non 

tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas 

yang diberikan bank sebagai alat pembayaran, seperti 
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dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit dan uang 

elektronik (e-money) jadi pada kesimpulannya pembayaran 

non tunai adalah pembayaran yang menggunakan uang 

sebagai alat tukar menggunakan sebuah teknologi yang 

canggih bisa melalui komputer atau micro chip, teknologi 

sendiri merupakan segala daya upaya yang dapat 

dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang 

lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari 

fungsi produksi, dapatdikatakan demikian karena jika suatu 

teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi 

yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang 

lebih banyak dan lebih efisien atau efektif.
63

 

Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak 

bertentangan dengan ajarannya dengan berlandaskan kaidah, 

“setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya 

diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas 

mengharamkannya”, bahkan Al-Quran malah memberitakan 

bahawa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan 

Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh 

manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah 

SWT: 

 ُ للَّه
 
رََ  أ مَاآِ مَاآَ فََ ََض هٰ م

 
أَ وَأَ مَلَ مِنَ أ َرض ضۡ تِ وَأ  مَِ َ ِ هٰ م

 
لسََ أ ََ ي  ِ ي خه

 
 أ

رِهِۦۖۡ  رِ بَِمَض مضبَحض
 
رِيَ فِِ أ َ مِتَجض مضفُلۡض

 
ۖۡ وَسََهرَ مكَُُ أ هكُض قَا م تِ رِزض مثهمَرَِ

 
بِهِۦ مِنَ أ

َِ رَ   َنض ضۡ  ٢٣وَسََهرَ مكَُُ أ 

“ Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi 

dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia 

mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan 

menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan 

bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan 

dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) 

bagimu sungai-sungai”. 

                                                     
63 Choiril Anam and M EI, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif 

Hukum Syari‟ah,” Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law 2, no. 1 (2018): 95–

112. 
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Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari 

ungkapanya “sesungguhnya syariat itu bertujuan 

mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat”. 

Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Al-Syatibi 

yang artinya “Hukum-hukum disyariatkan untuk ke 

maslahatan hamba. Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi 

tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqâsid 

Syarī‟ah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan 

ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam 

pandangan Al- Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan 

merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh Maqasid 

Syarī‟ah.64 

c. Pandangan Islam tentang Tunai Dan Non tunai 

Jadi pandangan Islam tentang pembayaran non tunai 

atau bertransaksi menggunakan e-money pada dasarnya 

sama hukumnya seperti menggunakan uang kertas biasa 

karena keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai 

alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa 

yang dilakukan oleh para konsumen dalam maksud 

pemenuhan akan kebutuhannya. Menurut perspektif syariah, 

hukum atas penerapan non tunai e-money adalah halal. 

Kehalalan ini berlandaskan kaidah,“setiap transaksi dalam 

muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada 

dalil yang jelas mengharamkan nya”, maka dari itu setiap 

chip atau server e-money yang dikeluarkan haruslah 

memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah agar penggunaan tidak menjadi haram. 

 Faktor lain yang mendukung halal nya non tunai e-

money adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan 

pembayaran non tunai e-money itu sendiri, dan ditambah 

pertimbangan banyak nya kemaslahatan yang ada di dalam 

nya, sehingga menjadikan non tunai e-money sah digunakan  

                                                     
64 Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqāṣid Syariʽah Menurut Al-Syāṭibi,”(Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1996), 96. 
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baik secara agama maupun dalam pengaturan negara.(Fatwa 

DSN-MUI No.54/DSNMUI/X/2006).   Lebih lanjut dalam 

penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, 

tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang 

melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 2 

ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam 

adalah:  

1) Tidak Mengandung Maysir  

Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur 

perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.  

2) Tidak Menimbulkan Riba 

Riba adalah transaksi dengan pengambilan 

tambahan,baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-

meminjam dan pengalihan harta secara batil atau 

bertentangan dengan ajaran Islam. Pertukaran antara nilai 

uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama 

jumlahnya (tamatsul) baik kualitas maupun kuantitasnya, 

jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong kedalam 

bentuk ribaal-fadl, yaitu tambahan atas suatu dua barang 

yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang 

sejenis. Maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan 

pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih 

besar dari nilai e-money,penerbit juga tidak boleh 

memberikan potongan harga atas penjualan uang 

elektronik karena kelebihan dalam pembayaran oleh 

pemegang kartu e-money dan potongan harga oleh 

penerbit tersebut termasuk kedalam sistem ribawi yaitu 

ribaal-fadl.  

3) Tidak Mendorong Israf (Pengeluaran yang Berlebihan)  

Uang elektronik pada dasar nya digunakan sebagi alat 

pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari israf dalam 

kegiatan konsumsi sehingga penjadikan penggunan nya 

menjadi konsumtif. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Surat Al-A‟raf:31 : 



 

 

 

52 

بُ اْ وَلََ  َ شۡض
 
جِدٖ وَكُُُ اْ وَأ ضٰ ذُواْ زِينتََكُض عِندَ كُُِّ مَ َُ ۞يَِ بنَِِٓ اَادَمَ 

ِفِيَن   مضمُسْض
 
بُّ أ ههُۥ لََ يُُِ ه

ِ
ِفُٓ اْْۚ ا  ٢٣تسُْض

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.65 

4) Tidak digunakan untuk Transaksi Objek Haram dan 

Maksiat  

Uang elektronik tidak boleh digunakan untuk 

pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu 

barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan dan 

digunakan menurut peraturan dalam bertransaksi sesuai 

dengan syariat Islam, (Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 2 ayat 

3).  

Peratuaran Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 

menyebutkan bahwa uang elektronik tidak  boleh 

digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang haram 

dan mengandung unsur maksiat, yaitu barang atau 

fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan 

dalam hukum Islam. Peraturan ini merujuk kembali 

kepada fungsi uang elektronik yang pada dasarnya 

digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar 

terhindar dari israf (pengeluaran yang berle bihan) dalam 

berkonsumsi, sehingga dilakukan pembatasan jumlah 

nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai 

transaksi uang elektronik. 

                                                     
65 R I Departemen Agama, “Al-Jumanatul „Ali: Al-Qur‟an Dan 

Terjemahnya,” (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 1106. 
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